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ABSTRAK  

 

Muhammad Hanif, (2024):  Studi Analisis Pemikiran Abu Hanifah tentang 

Kebolehan Menerima Harta Waris dari 

Muwaris Murtad 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi perbedaan pendapat dikalangan ulama 

mengenai mewarisi harta orang murtad, banyak ulama yang tidak sepakat 

diantaranya Imam Syafi‟i, Imam Maliki dan Imam Hambali mereka berpendapat 

semua harta orang murtad itu menjadi harta fa‟i dan ditaruh di kas perbendaharaan 

Negara Islam (Baitul Mal). Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah pendapat 

Abu Hanifah tentang orang islam boleh menerima harta waris dari muwaris 

murtad dan relevansinya pendapat Abu Hanifah denga pembagian warisan dalam 

masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pendapat Abu 

Hanifah tentang orang islaam boleh menerima harta waaris dari muwaris dan 

Untuk mengetahui bagaimana relevansinya pendapat Abu Hanifah dengan 

pembagian warisan dalam masyarakat. 

Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka (library research) dengan 

metode ini merujuk dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan 

penelitian. 

Hasil dari penelitian ini ialah Pendapat Abu Hanifah tentang kebolehan 

menerima harta waris dari muwaris murtad berbeda dengan mayoritas ulama 

lainnya. Abu Hanifah membolehkan ahli waris muslim menerima harta waris dari 

muwaris murtad berdasarkan interpretasinya terhadap ayat Al-Qur'an dan Fatwa 

Sahabat. Ia menganggap bahwa hubungan kerabat atau darah lebih berhak dalam 

mewarisi harta daripada perbedaan agama. Namun, pendapat ini masih menjadi 

perdebatan di kalangan ulama. Abu Hanifah memandang bahwa hubungan 

kekerabatan atau hubungan darah mempunyai hak waris yang lebih tinggi 

dibandingkan orang beriman, sehingga membolehkan umat Islam mewarisi 

muwaris yang murtad. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya relevan dengan 

keadaan dalam masyarakat, karena kebanyakan masyarakat memandang bahwa 

perbedaan agama menjadi penghalang mewarisi, bukan hubungan kekerabatan. 

Penulis tidak sepakat dengan pendapat Abu Hanifah karena percaya bahwa 

perbedaan agama menjadi penghalang dalam mewarisi, sebagaimana yang 

dijelaskan dalam hadis dan Al-Qur'an. 

 

Kata Kunci: Analisis Abu Hanifah,  Harta Waris, Muwaris Murtad   
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarokatuh. 

Kita bersyukur kepada Tuhan atas nikmat kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan nikmat hidup kepada kita. Berkatnya, kita  bisa menghirup udara 

segar secara gratis dan tetap menjalankan segala aktivitas sehari-hari. Kami akan 

melakukan yang terbaik sesuai kemampuan kami. Sebab ketika kita 

mengucapkan, “Terima kasih,” Alhamdulillah Hirobil Alamin, kekuatan doa  

syukur tidak hilang. Padahal, pentingnya peluang hidup membuat kita semakin 

bersyukur karena  saat  ini pun kita masih mempunyai kesempatan untuk 

mengikuti arah hidup dan menjalankan tugas yang diberikan kepada kita untuk 

menciptakan karya. Saya akan mengingatnya selamanya. kehidupan. Oleh karena 

itu  penting bagi kita semua untuk memanfaatkan kesempatan ini, Amin Yarobbal 

Alamiin. Tujuan penulisan karya ini merupakan salah satu syarat untuk 

menyelesaikan program studi  jenjang Sarjana (S-1), Jurusan Hukum Keluarga, 

Universitas Islam Negeri  Sultan Syarif kasim Riau, Dan itu mungkin untuk 

dilakukan tepat waktu. 

Selama masa perkuliahan menjelang penyelesaian skripsi ini, penulis 

mendapat dukungan dan semangat yang luar biasa dari berbagai pihak. Untuk itu  

penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dari lubuk 

hati yang terdalam kepada pihak-pihak berikut ini:  

1. Kepada ayah tercinta saya yang sangat istimewa “Ilhamzah” yang 

membesarkan dan berbicara kepada saya dan ibu saya yang sangat istimewa 

“Irmayanti”, saya mengirimkan doa-doa yang terpelajar dan penuh motivasi, 
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cinta dan kasih sayangmu yang tulus padaku hingga saat ini. Penulis juga 

mengatakan hal yang sama  kepada kakak perempuan saya, 'Siti Zahara', adik 

perempuan saya 'Reva Rahmania' dan 'Shaskia Putri Ramadhani‟. 

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Sultan Syarif  

kasim Riau, beserta ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektorat 

I, bapak Dr. H. Mas‟ud Zein, M.Pd sebagai Rektor II, dan bapak Prof. Dr. Edi 

Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang 

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini. 

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari‟ah dan Hukum, bapak 

Dr. H. Mawardi, S.Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Sofia 

Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III sekaligus sebagai PLT Wakil Dekan 

I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif kasim 

Riau. 

4. Bapak Dr Akmal Abdul Munir, Lc, Ma selaku Ketua Program Studi Hukum 

Keluarga Fakultas Syari‟ah dan Hukum beserta bapak Ahmad Fauzi, SHI., 

MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan 

Hukum  Universitas Islam Negeri  Sultan Syarif Kasim Riau 

5. Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag dan Hairul Amri  selaku dosen pembimbing 

yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengajaran, arahan dan 

bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi  

6. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku pembimbing akedemis yang 

telah membantu dan memberi nasehat pengajaran dan arahan selama masa 

perkulihan 
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7. Untuk dosen serta pegawai Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari‟ah Dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak bisa 

disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga 

menjadi bekal berkah yang baik bagi penulis kedepannya.  

8. Kepada seluruh anggota keluarga besar yang telah mensupport, memberikan 

motivasi dan mendoakan saya sehingga saat ini.  

9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yaitu teman-teman Hukum 

Keluarga angkatan 2020, teman Hukum Keluarga C 2020 dan sukses selalu.  

10. Terima kasih kepada Kantor Urusan Agama Batam Kecamatan Bengkong 

Laut tempat penulis magang, yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat 

dan mendukung penulis dalam pembuatan skripsi.  

11. Terimakasih untuk diri sendiri, terimakasih sudah kuat berjuang sejauh ini, 

setelah melewati banyak rintangan, badai dan angin topan. Kamu hebat udah 

ada di titik ini. Semangat! 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat 

kekurangan karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan 

masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak 

sebagai perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin Yarobbal‟alamin. 

Wassalamua‟alaikum warahmatullahi wabarakatuh.. 
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Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat 

Islam di mana saja di dunia ini. Maka demikian, bentuk suatu Negara Islam 

dan kehidupan masyarakat di Negara atau di daerah tersebut memberi 

pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Tetapi pengaruh tersebut tidak 

dapat melampaui garis-garis pokok kewarisan Islam. Namun pengaruh tadi 

dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli 

hukum islam sendiri.
1
  

Membicarakan faraidh atau kewarisan berarti membicarakan hal ihwal 

peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. 

Dengan demikian fiqh mawarits mengandung arti ketentuan yang berdasar 

kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seseorang 

yang telah mati kepada orang yang masih hidup.
2
 

Hukum kewarisan islam sebagai suatu pernyataan tekstual yang 

tercantum dalam Al-Qur‟an merupakan suatu hal yang absolut (mutlak – tidak 

terbatas) dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam 

kehidupan social sebagai ajaran yang universal, hukum kewarisan Islam 

                                                           

1
 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta : PT Bina Aksara, 1982), 

h. 1. 

2
 Amir Syariuddin, Gatis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 147. 



 

 

2 

mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna untuk senantiasa setiap 

mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu.
3
 

Rasullullah SAW memerintahkan kita membagi harta pusaka menurut 

kitab Al- Qur‟an, dalam sabda-Nya : 

:َالََقَََوَُنَْاللهَعَََىََضَِرَََاسٍَب عََََنَِبْاَََِنَْعَََ,وَِيْبَِاََََنَْ,َعََسَْاوَُطَََنَُبْاََََنَْعَََنَْرَُمََعَْاَمََنرَََُب ََخَْاََ
َاََوَْمَُسَِقَْقالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليوَوسلمَاَِ ىََلََعَََضَِائَِرَفَََالََْلََىَْاَََيََْب َََالََمََلَْا

 اللهََ)رواهَمسلمَوَأبوَداود(َابَِتََكَِ
“Mengkabarkan kepada kita Ma‟marun dari Thowus, dari bapaknya, 

dari Abbas r.a., berkata, Rasulullah SAW, bersabda : Bagikanlah harta 

pusaka antara ahli waris menurut Kitabullah (Al-Qur‟an)”. (HR. 

Muslim).
4
 

Al-Hadits di atas menjelaskan betapa pentingnya Al-Qur‟an sebagai 

sumber dalam hukum waris yang tidak tercantum secara langsung di dalam 

Al-Qur‟an, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqh, 

diantaranya adalah mewarisi harta orang murtad.  

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk menerima warisan 

adalah sebagai berikut : hubungan kekerabatan (al-Qarabah), hubungan 

perkawinan atau sedarah, dan hubungan sebab memerdekakan budak atau 

hamba sahaya (al-wala‟)
5
, hubungan agama

6
 (Berkenaan dengan hal ini 

mungkin terjadi orang yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris).
7
  

                                                           

3
 Idris Djakar dan Tauiq Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta : PT Dunia 

Pustaka Jaya, Cet. Ke-1, 1995), h. 1. 

4
 Imam Abi Al- Husain Muslim Ibn al-Hijaj al-Qusyairiyian Naisaburi, Shahih Muslim, 

Juz 3, (Beirut : Dar al-kutub al-Ilmiyah. t.th.), h. 1234 

5
 Ahmad Rofiq, fiqh Mawaris, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 42.  
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Selain sebab-sebab menerima warisan juga terdapat beberapa hal yang 

menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan atau disebut 

Mawani‟ al-Irts. Seseorang yang berhak mendapatkan harta warisan, tetapi 

oleh karena ada sesuatu keadaan tertentu menyebabkan dia tidak mendapatkan 

warisan. Yang menjadi penghalang warisan ada empat yaitu : perbudakan (al-

abd), pembunuhan (al-qatl), berlainan agama (Ikhtilaf al-din), dan berlainan 

Negara.
8
 Tiga dari empat macam penghalang mempusakai, yakni perbudakan, 

pembunuhan, dan berlain agama, telah disepakati oleh para fuqaha. Sedangkan 

berlainan Negara sebagai penghalang mempusakai diperselisihkan.
9
 

Salah satu penghalang menerima warisan adalah berlainan agama, 

maksudnya antara muwaris dengan ahli waris berbeda agama. Ini sudah 

disepakati oleh seluruh ulama, yang berdasarkan Al-Hadist Rasullullah 

riwayat Abu Dawud sebagai berikut: 

َمُسَد دَْ  ثَ نَا َسَُحَدَ َحَد  َالزُّىْرَِثَ نَا َعَنْ َحُسََفْيَانُ, َبْنِ َعَلِي  َعَنْ َعُمْرِوَي , َعَنْ يٍْ
سْلِمَُاَىصَلََّبْنَِعُثْمَانَ,َعَنَْأُسَامَوََبْنَِزَيْدٍ,َعَنَْالن بَِِ

ُ
للهَعَلَيْوَِوَسَل مََلايَرَِثَُالم

 الْكَافِرََوَلااَلْكَافِرَُالْمُسْلِمَ.َ)رواهَابوَداود(
 “Telah menceritakan kepada kita musaddad. Telah menceritakan 

kepada kita Sufyan, dari al-Zuhriyi dari Ali ibn Husain dari Umar ibn 

Utsman dari Usamah ibn Zaid, dari Nabi SAW. Orang muslim tidak 

berhak mewarisi orang kafir tidak berhak mewarisi orang islam. “(HR. 

Abu Daud).
10

 

                                                                                                                                                               

6
 Sahrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, (Jakarta : Sinar 

Grafika, 1995), h. 53.  

7
 Muhammad Ali Hasan, Hukum Warisan Dalam Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 

h. 12. 

8
 Asyamsuri A. Rahman, et al., Ilmu fiqh 3, (Jakarta : Depag RI, 1986), h. 20.  

9
 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung : PT Al-Ma‟rif, 1987), h. 83 

10
 Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman ibn al-As‟ atau Sunan Abi Dawud, Juz 2, Beirut : 

Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., h. 334 
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Di samping itu diperkuat lagi Al-Hadist riwayat Ahmad, al-Arba‟ah 

dan at-Turmidzi, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut: 

َقََمََهَُن َْاللهَعَََيََضََرَََرََمََعَََنَِبََْاللهَِدَِبْعََََنَْعََ عليوََصلىَاللهَ:َقالَرسولَاللهالََا
 (ى)رواهَاحمدَوالارَبعةَوالترَمذََ.تّ َشَََيَِْت ََلََمَِالََْلَُىَْاَََثَُارََوََت َََي ََوسلم:َلَاَ

 

 “Dari Abdullah Ibn Umar r.a, ia berkata Rasulullah SAW bersabda: 

Tidak akan waris-mewarisi antara pemeluk dua Agama” (H.R. Ahmad, 

al-Arba‟ah dan at-Turmidzi). 
11

  

Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum surat an-Nisa‟ (4): 141  

                     

                   

                         

           

”Orang yang menunggu-nunggu yang akan terjadi pada dirimu. 

Apabila kamu mendapat kemenangan dari allah mereka berkata, 

“Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu ?” dan jika orang 

kafir mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut 

memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin ?” maka 

Allah akan memberi putusan diantara kamu pada hari kiamat. Allah 

tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk 

mengalahkan orang-orang beriman.”
12

  

 

Para fuqaha berpendapat orang yang murtad, lelaki atau perempuan 

tidak menerima harta warisan dari muwaris yang beragama Islam, Murtad, 

Kafir. Orang murtad tidak menerima harta warisan dari muwaris muslim, 

                                                           

11
 Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulugul Maram, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995), h. 

404.  

12
 Q.S.  An-Nisa‟ (4): 141 
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karena dianggap keadaan murtad itu rendah, lagi pula ia telah masuk shilah 

(hubungan) syar‟iyah. Orang murtad tidak dapat harta warisan dari muwaris 

yang murtad, sekalipun tadinya muwaris beragama Islam, berdasarkan 

pandangan orang murtad itu tidak beragama, berbeda dengan seorang muslim 

yang bukan muslim sejak semula. Seorang murtad tidak dapat menerima harta 

warisan dari muwaris yang kafir berdasarkan pandangan, orang murtad itu 

tidak beragama, sedang orang-orang kafir itu beragama.
13

 Disini yang menjadi 

perdebatan dikalangan ulama dalam menentukan boleh tidaknya mewarisi 

harta orang murtad. 

Tiadalah seseorang dapat menerima pusaka dari orang murtad, baik 

lelaki ataupun perempuan sebagaimana orang murtad tidak dapat menerima 

pusaka dari orang lain. Harta yang mereka peroleh sebelum murtad, ataupun 

sesudah murtad hingga sampai kepada masa mereka meninggal dalam keadaan 

kafir dijadikan harta fai‟ dan dimasukkan ke dalam baitulmal.
14

 

Dimasukkannya ke dalam Baitulmal, bukan karena dipandang menjadi harta 

pusaka kepada orang Islam. Karena mereka meninggal dalam keadaan kafir. 

Kita telah mengetahui bahwa tidak ada pusaka antara simuslim dengan kafir, 

demikianlah menurut Ibnu Abbas. Inilah yang dipandang oleh Imam Malik, 

Asy Syafi‟I dan yang dipandang shahih dalam Madzhab Ahmad.
15

    

                                                           

13
 Asyamsuri A, Rahman, et al.,Ilmu Fiqh , (Jakarta : Depag RI, 1986), h. 30 

14
 Ibid. 

15
 Hasbi Ash Shiddleqy, fiqh mawarist, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 47. 
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Berbeda lagi dengan pendapat Imam Abu Hanifah ialah harta si murtad 

yang di peroleh di waktu dia masih Islam, menjadi pusaka bagi waris-

warisnya yang Muslim, sedang hartanya yang diperoleh sesudah dia murtad 

menjadi fai‟.
16

 

Sementara itu Abu Hanifah sependapat dengan Abu Yusuf dan 

Muhammad dalam hal yang menyatakan harta seorang perempuan yang 

murtad, secara mutlak, baik yang diperoleh ketika masih Muslim atau sesudah 

ia murtad, menjadi harta warisan ahli warisnya yang Muslim. Orang 

perempuan yang murtad tidak dipandang musuh oleh Islam, karena 

„Ishmahnya tetap terpelihara. Karena itulah atasnya tetap berlaku hukum atas 

muslim tentang hartanya, harta warisnya dan ahli-ahli warisnya.
17

 

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai mewarisi harta 

orang murtad, banyak ulama yang tidak sepakat diantaranya Imam Syafi‟I, 

Imam Maliki . Dan Imam Hambali mereka berpendapat semua harta orang 

murtad itu menjadi harta fa‟I dan ditaruh di kas perbendaharaan Negara Islam 

(Baitul Mal).
18

 Namun hanya Abu Hanifah yang membolehkan harta orang 

murtad untuk diwarisi ahli warisnya yang muslim. Adapun pendapat Abu 

Hanifah dalam kitab Radd Al-Mukhtar adalah : 

                                                           

16
 Ibnu Abidin, Radd Al-Mukhtar Juz 10, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tth), h. 507-

508. 

17
 Asyamsuri A, Rahman, et al., Ilmu Fiqh 3, (Jakarta : Depag Ri, 1986) h. 32 

 
18

 Fathur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung : Al-Ma‟arif, 1981), h. 105. 
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َبَِسَْكَََنَََوَْدََُوََُمَُلََسَْاََِبَِسَْكَََوَََىََُثَُرِوََْي ََُيَْذَِالَ َنَ أَََالَََةََفََي َْنَِحََوَْب َُاَََامَُمََالْاََِبََىََذَََوََ
.ئاًَيَْف َََنَُوَْكَُيَََوَُن اَِفََََوَِتِدَ رََِ  

„„Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa orang murtad itu bisa diwarisi 

hartanya yang dihasilkan ketika masih Islam dan harta yang dihasilkan 

setelah murtad itu merupakan harta fai‟ “.
19

  

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji 

dalam sebuah skripsi yang berjudul “Studi Analisis Pemikiran Abu Hanifah 

Tentang Kebolehan Menerima Harta Waris Dari Muwaris Murtad” 

 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka 

penulis perlu membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah. Penulis 

memfokuskan pada Pemikiran Pendapat Abu Hanifah Tentang Kebolehan 

Menerima Harta Waris Dari Muwaris Murtad  

  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pendapat Abu Hanifah tentang orang islam boleh menerima 

harta waris dari muwaris murtad ? 

2. Bagaimana relevansinya pendapat Abu Hanifah denga pembagian warisan 

dalam masyarakat ? 

 

 

                                                           

 
19

 Ibdu Abidin, Radd Al-Mukhtar, Juz 10, (Beirut : Dar Al-Kuub Al-Ilmiyah). h. 508. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengungkap bagaimana pendapat Abu Hanifah tentang orang 

islaam boleh menerima harta waaris dari muwaris ? 

2. Untuk mengetahui bagaimana relevansinya pendapat Abu Hanifah dengan 

pembagian warisan dalam masyarakat ? 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menambah khazanah ilmu bagi penulis dan masukan ilmu 

pengetahuan. 

2. Sebagai bahan acuan atau pendorong bagi peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian ini dengan permasalahan serupa di daerah lain. 

3. Dengan penelitian ini diharapkan menambah bahan-bahan inormasi di 

perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syari Kasim Riau. 

4. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Program Strata 

1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syari Kasim Riau.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Waris 

a. Pengertian Waris 

Al-Qur‟an sebagai sumber hukum pokok dalam Islam, 

didalamnya terdapat berbagai macam hukum, diantaranya adalah 

hukum waris. Bahkan kita telah sering mengenal kata warisan yang 

digunakan dalam hukum perdata maupun hukum adat. 

Kata warisan yang sudah popular di dalam bahasa Indonesia 

asalnya dari bahasa Arab warisa, yarisu, warsan : yang berarti 

mempusakai.
20

 Kata ورث sebagai fiil, isimnya menjadi ميراث 

dijama‟kan menjadi الموارث.
21

 

Istilah yang sama artinya dengan waris ialah fara‟id kata jama‟ 

bagi al-fariidhoh, yang menurut bahasa artinya kadar atau bagian.
22

 

Selanjutnya lafazh fardhu sebagai suku kata dari lafazh faridhah, 

menurut bahasa mempunyai beberapa arti antara lain : Taqdir yakni 

suatu ketentuan seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 237 

                                                           

20
 Van Hoeven, Ensiklopedi Islam, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 2002), h. 191. 

21
 Muslich Maruzi, Pokok-pokok Ilmu Waris, (Semarang : Mujahidin, 1981),  h. 1. 

22
 Asyamsuri A. Rahman, et al., Ilmu fiqh 3 
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“jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur 

dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan 

maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah 

kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan 

atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah[151], 

dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan 

janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu 

kerjakan”. 
 

Qath’u yakni ketetapan yang pasti seperti firman Allah dalam 

surat an-Nisa‟ (4) : 7 

                  

                    

      

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan 

ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak 

bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, 

baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah 

ditetapkan”. 
 

Inzal yakni menurunkan seperti firman Allah dalam surat al-

Qashash (28): 85 
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“Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan 

hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan 

kamu ke tempat kembali. Katakanlah: "Tuhanku mengetahui 

orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam 

kesesatan yang nyata". 
 

Tabyin yakni penjelasan seperti firman Allah dalam surat at-

Tahrim (66): 2 

                     

       

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian 

membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah 

Pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 

Ihlal yakni menghalalkan seperti firman Allah dalam surat al-

Ahzab (33): 38 

                            

                     

“Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang 

telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang 

demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah 

berlalu dahulu dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan 

yang pasti berlaku” 
 

Atha’ yakni pemberian. Ke- enam arti tersebut dapat 

digunakan keseluruhannya, disebabkan dalam ilmu faraidh itu 

mengandung saham-saham yang telah ditentukan dengan pasti besar 

kecilnya yang fungsinya sebagai suatu pemberian yang bebas dan telah 

dijelaskan oleh Allah tentang halalnya sesuai dengan peraturan-

peraturan yang telah diturunkan.
23

 

                                                           

23
 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung : Al-Ma‟arif, 1981), h. 31-32  
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Sedang menurut istilah hukum syara‟ yaitu : pembagian harta 

pusaka kepada beberapa ahli waris seperti yang tercantum dalam Al-

Qur‟an, sunnah, Ijma, dan Qiyas.
24

 Ilmu mengenai hal itu dinamakan 

ilmu waris (Ilmu Miraats) dan ilmu faraidl.
25

 

Dalam kitab Ia-Natut Tholibin Ilmu Faraidl diartikan sebagai 

berikut : 

ََعاىناَنصيبَمقدَرَللوارثَيرَوَشرَالتقد لفرضَلغةاو
”Faraidl menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar/ketentuan) 

dan menurut syara‟ (yang dimaksud disini) ialah bagian yang 

ditentukan bagi waris”.
26

 

Ilmu Faraidl didefinisikan oleh Ulama dalam kitab Mughni al-

Muhtaj karangan Asy-Syarbaini sebagai berikut : 

َرَِدَْقَََةَِفرََِعََْمَََلََ اََِلَِصَْوَُلْاََََابَِسََالََِْةَُفرَََعََْمََوَََثَِرَْالْاَِبََِقَُلَ عََت ََمَُالََْوَُقَْفَِلْاَََ
 قَ ىحَِذَََلَ كَُلََِةَِكََالتر ََِنََمََِبَِاجَِالوََ

”Ilmu fiqh yang bersangkut paut dengan pembagian harta 

pusaka, dan mengetahui perhitungan yang dapat menyampaikan 

kepada mengetahui hal tersebut dan mengetahui kadar yang 

wajib dari harta pusaka yang menjadi milik tiap orang yang 

berhak”.
27

 

 

Dengan singkat ilmu faraaidl dapat didefinisikan sebagai ilmu 

pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta 

                                                           

24
 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h. 290. 

25
 Mudzakir AS, Fiqh sunnah,  Jilid 14, (Bandung : Al-Ma‟ari, 1987), h. 235 

26
 Abu Bakar Usman bin Muhammad Sattha al-Dimmiyah al-Bikri, Ia-Natut Thoibin, Juz 

III, Bairut : Dar Alkutub al-Ilmiyah, t.th., h 384. 

27
 Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mughniy al-Muhtaj, 

Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, h. 3. 
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pusaka bagi ahli waris. Definisi inipun berlaku juga bagi ilmu 

mawaris, sebab ilmu mawaris tidak lain adalah ilmu faraidl. 

Adapun ilmu mawaris menurut para fuqaha ialah : 

َعَِيزَِْوََْالت َ َةََي فََِيَْكوَََََثٍَارَِوَََلَ كََُرَََادََقَْمَِوَََثَُرِيَََلَاََنَْمََوَََثَُرِيََََنَْمَََوَِبََِفَُرَعََْي ََُمٌَلَْعَِ
 “Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang 

mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang 

diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya”.
28

 

b. Dasar Hukum Waris 

Sumber pokok pengesahan hukum kewarisan Islam adalah Al-

Qur‟an. Karena itu sumber hukum kewarisan ada tiga, tetapi pada 

hakikatnya kedua sumber sesudahnya (Sunnah Rasul dan Ijthad) harus 

diacukan kepadanya. Khusus dalam kaitannya dengan hukum 

kewarisan Islam, Al-Qur‟an telah memberi pedoman yang cukup 

terperinci. Ayat-ayat yang mengatur hukum kewarisan Islam hampir 

semuanya terdapat dalam surat an-Nisa‟ dan sebagian terdapat dalam 

surat yang lain. Sebagai sumber hukum waris yang pertama adalah: 

1) Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an surah An-Nisa (4): 7 

                  

                 

        

                                                           

28
 Muslich Manzi, loc. cit 
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 “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang 

wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang 

telah ditentukan”.
29

 

 

Al-Qur‟an surah An-Nisa (4): 11 

                  

                     

                   

                    

                    

                     

                      

 “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang 

(pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian 

seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang 

jumlahnya lebih dari dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, 

maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). 

Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing 

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang 

meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) 

tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-

bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia 

(yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka 

ibunya seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) 

                                                           

29
 QS. An-Nisa‟ : 7 
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setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah 

dibayar) utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-

anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka 

yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan 

Allah. Sunggu, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.
30

  

 

Al-Qur‟an surah An-Nisa (4): 12 

                    

               

                  

                

                     

                    

                  

                   

                

 “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta 

yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak 

mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai 

anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya setelaah (dipenuhi) wasiat yang mereka 

buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri 

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika 

kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, 

maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang 

kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat 

atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang 

meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi 

                                                           

30
 Q.S.  An-Nisa‟ (4): 29 
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mempunyai saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara 

perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua 

jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-

saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-

sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi 

wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya 

dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). 

Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, 

Maha Penyantun”.
31

 
 

Al-Qur‟an surah An-Nisa (4): 33 

                     

               

               

 “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami 

telah menetapkan para ahli waris atas apa yng ditinggalkan 

oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-

orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, 

maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sunggu, Allah 

maha menyaksikan segala sesuatu”.
32

 

 

2) Al-Hadits 

Sebagai sumber kedua setelah Al-Qur‟an adalah Sunnah, 

sunnah memilki fungsi sebagai penafsir atau pemberi bentuk 

kongkrit terhadap Al-Qur‟ann sebagai penganut hukum dalam Al-

Qur‟an, dan terkahir membentuk hukum yang tidak disebutkan 

dalam Al-Qur‟an.
33

 Diantara Al-Hadist tentang kewarisan : 

                                                           

31
 Q.S. An-Nisa‟ (4): 12 

32
 Q.S. An-Nisa‟ (4): 33 

33
 Abdul Ghour Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Yogyakarta : Ekonisia, 

2002), h. 12. 
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َحَمَ َىالَأعْلَََعَبْدَُ نَاث ََحَدَ  َعَنَْبن َوُىَيْبُ ثَ نَا َحَد  ) َالن  رْسِىُّ َ)وَىُوَ ادٍ
َىالِلهَصَلَ َقاّلَ:َقاَلََرَسُوْلََِ,ابَيِْوِ,َعَنَْابِْنَُعَب اسٍََإِبْنَُطاَوُسٍ,َعَنَْ

َوَسَل مَ.َ َالْفَرََاللهَغَلَيْوِ رَجُلٍََلِهَاَفَمَاَبقَِىََفَ هُوََلَأولضَُباِىََْئَِاَلْقُِوْا
َ ذكََرٍ.َ)رواهَمسلم(

 “Telah menceritakan kepada kita Abdul A‟la bin Hammad 

(yaitu al-Narsiyu). Telah menceritakan kepada kita Wuhaib 

Ibnu Thowas dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, berkata : 

Rasulullah SAW bersabda, berikanlah bagian-bagian 

terentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu 

sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat 

kekerabatannya)”. (HR. Muslim).
34

 

 

َالزُّىْرَِ َعَنْ َسُفْيَانُ, ثَ نَا َحَد  َمُسَد دْ ثَ نَا َحُسََحَد  َبْنِ َعَلِي  َعَنْ يٍَْي ,
َأَُ َعَنْ َعُثْمَانَ, َبْنِ َعُمْروِ َبَْاسََعَنْ َالنَ مَوَ َعَنْ َزَيْدٍ, َصَلَّنِ َاللهَىبِِ

َابوَ َ)رواه َالْمُسْلِمَ. َوَلااَلْكَافِرُ َالْكَافِرَ سْلِمُ
ُ
َالم َلايَرَِثُ َوَسَل مَ عَلَيْوِ

َداود(
 “Telah menceritakan kepada kita Musaddad. Telah 

menceritakan kepada kita sufyan, dari al-Zuhriyi dari Ali 

ibn Husain dari Umar ibn Utsman dari Usamah ibn Zaid, 

dari Nabi SAW. Orang muslim tidak berhak mewarisi orang 

kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam”. 

(HR. Abu Dawud).
35

 

 

3) Al-Ijma 

Di samping dasar-dasar hukum syara‟ yang menjadi sumber 

hukum dalam menetapkan hukum suatu masalah, sering juga 

dipergunakan ijma‟ (kesepakatan para ulama). 

                                                           

34
 Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hijaj al-Qusyairin Naisaburi, Shahih Muslim, Juz 3, 

Beiru : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., h. 1233. 

35
 Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman ibn al-As‟atau, Sunan Abi Dawud, Juz 2, Beirut : 

Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., h. 334. 
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Ijma‟ menurut syara‟ adalah suatu kesepakatan bagi orang 

yang susah payah dalam menggali hukum-hukum agama 

(Mujtahid) diantara umat Nabi Muhammad SAW, sesudah beliau 

meninggal dalam suatu masa yang tidak ditentukan atau suatu 

urusan (masalah) diantara masalah-masalah yang diragukan (yang 

belum ada ketetapannya dalam kitab dan sunnah).
36

 

4) Al-Ijtihad 

Yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup 

syarat dan kriteria sebagai Mujtahid untuk menjawab persoalan-

persoalan yang muncul dalam pembagian waris yang dimaksud 

disini adalah ijtihad dalam penerapan hukum (Tathbiq al-Ahkam) 

bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada.
37

 

c. Syarat dan Rukun Waris 

Pusaka-mempusakai itu adalah berungsi sebagai menggantikan 

kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah 

meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pengertian 

tersebut tidak sekali-sekali terjadi bila orang yang bakal diganti 

kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya 

atau orang yang bakal menggantikannya tidak berwujud disaat 

pengganti terjadi. Oleh karena itu pusaka mempusakai memerlukan 

syarat-syarat sebagai berikut : 

                                                           

36
 Nazar Bakri, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta : PT. Graindo Persada, 2002), h. 27. 

37
 Ahmad Rosiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002), h. 27. 
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1) Matinya Muwarrits (orang yang mewariskan) 

Kematian muwarri ada tiga macam yaitu : 

a) Mati hakiki atau sejati yaitu kematian (muwarrits) yang telah 

diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim. 

b) Mati hukmy yaitu kematian (muwarrits) atas dasar keputusan 

hakim. Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja 

dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang yang 

mafqud yaitu orang yang hilang tanpa diketahui di mana berada 

dan bagaimana keadaannya.  

c) Mati taqdiry yaitu kematian yang hanya berdasarkan dugaan 

keras. 

d) Misalnya seorang ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau 

dipaksa minum racun, ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, 

maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh 

pemukulan terhadap ibunya.
38

 

2) Hidupnya warits (orang yang mempusakai) disaat kematian 

muwarrits 

3) Tidak adanya penghalang-penghalang mempusakai (mawani‟ul 

irtsi).
39

 

 

 

                                                           

38
 Muslich Maruzi, Pokok-pokok Ilmu Waris, (Semarang : Mujahidin, 1981), h. 12 

39
 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung : PT Al-Ma‟rif, 1987), h. 79 
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Rukun waris itu ada tiga, yaitu : 

1) Muwarrits, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia, 

baik meninggal dunia secara hakiki, atau karena keputusan hakim 

dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab.
40

 

2) Pewaris (al-Warrits), yaitu orang yang mempunyai hubungan 

kewarisan dengan mayat sehingga dia mendapat warisan.
41

 Seperti 

adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan), dan 

hubungan hak perwalian dengan simuwarrits.
42

 

3) Mauruts, yaitu harta peninggalan simati yang sudah bersih setelah 

dikurangi untuk biaya perawatan jenazahnya, pembayaran 

hutangnya, dan pelaksanaan wasiatnya yang tidak lebih dari 

sepertiga.
43

 

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam mentakrikan 

mauruts (tirkah) diantaranya : 

1) Sebagian fuqaha Hanafiyah mengatakan bahwa tirkah itu adalah 

sisa harta setelah diambil biaya perawatan dan pelunasan hutang, 

begitu juga Ibnu Hazm sependapat dengannya. 

2) Ulama Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah memutlakan tirkah 

kepada segala yang ditinggalkan oleh simati, baik berupa harta 
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benda, maupun hak-hak, baik hak-hak tersebut hak-hak kebendaan 

maupun bukan kebendaan. 

3) Kitab Undang-Undang hukum warisan mesir mengambil pendapat 

jumhur dalam menetapkan pengertian tirkah yaitu segala apa yang 

ditinggalkan oleh simati yang mencakup seluruh harta atau 

tanggungan yang berpautan dengan hak orang lain, biaya-biaya 

perawatan, pelunasan-pelunasan hutang, baik hutang sisa yang 

diwasiatkan dan yang diterima kepada ahli waris.
44

 

d. Faktor Penghalang Waris Mewarisi 

Mawani‟il iris atau penghalang hak mewarisi adalah hal-hal 

yang dapat menggugurkan hak ahli waris untuk mewarisi harta warisan 

pewarisnya. Mawani‟il iris ada empat macam, tiga diantaranya yang 

disepakati para fuqaha yaitu : pembunuhan, berlainan agama, 

perbudakan. Sedangkan yang diperselisihkan ada satu macam yaitu 

berlainan Negara. 

1) Pembunuhan (al-qatl) 

Para ulama sepakat pendapatnya (selain hawarij) bahwa 

tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap 

pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk 

mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya.
45
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Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang 

membunuh untuk mewarisi harta peninggalan si mati adalah 

sebagai berikut : 

َاََأَ َابوَبكرَبنَالارثَالفقية, َابوالشيخَالاصبهانََخبرنا نى.َثناَا
محمدَبنَجعفر,َثناَالعباسَبنَيزيد,َثناَعبدَالرزق,َاناَمعمر,َ

ق,َوىوَعمروَبنَبرقَعنَعكرمةَعنَعنَرجل,َقالَعبدَالرزَ
َقالَالنبَصليَاللهَعليوَوسلمَمَنَْا َقال: َقتَِيْلًََبنَعباس, قَ تَلَ

َيرََِ َلَا َوََفإَِن وُ َغَي ْرهُُ َوَرِثٌ َلوَُ َيَكُنْ َلََْ َوَاِنْ ََثوُُ كَاَنَ َفانَاِنْ َوَالِدُهُ لوَُ
َ)رواهَ َمِيراَثُ. َلِقَاتِلٍ َوسلمَقَضََليَْسَ رسولَاللهَصليَاللهَعليو

 البيهقي(
 “Telah memberi kabar kepada kita Abu Bakar bin Haris al-

Faqih, saya Abu Syekh al-Ashbahani, dari Muhammad bin 

ja‟far, dari Abas bin Yazid, dari Abdul Rozaq berkata : dia 

Amr bin dari Akromah dari Ibnu Abbas, berkata : Nabi 

SAW bersabda. Barang siapa membunuh seorang korban, 

maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun si korban tidak 

mempunyai pewaris selainnya dan jika si korban itu 

bapaknya atau anaknya, maka Rasulullah SAW 

memutuskan bahwa seorang pembunuh tidak berhak 

mewarisi harta peninggalan”. (HR. Baihaqi).
46

 
 

Namun demikian para fuqaha berbeda pendapat dalam 

menentukan macam-macam pembunuhan yang menghalangi si 

pembunuh mewarisi dari orang yang dibunuhnya.
47
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a) Menurut ulama Hanafiyah, menjelaskan bahwa pembunhan 

yang menjadi penghalang untuk mewarisi ada dua macam, 

yaitu : 

(1) Pembunuhan yang bersangsi Qishash, ialah pembunuhan 

yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan dan 

menggunakan peralatan yang dapat menghilangkan nyawa 

orang lain.
48

 

(2) Dasar yang mewajibkan untuk menjatuhi hukuman / sangsi 

qishash kepada pembunuhan adalah firman Allah SWT 

dalam surat al-Baqarah (2): 178 

                 

 “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas 

kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang 

dibunuhnya”.
49

 

(3) Pembunuhan yang bersangsi kafarat, yaitu pembunuhan 

yang mirip sengaja
50

 atau pembunuhan yang dituntut 

sebagai penebus kelalaiannya dengan membebaskan 

seorang budak wanita Islam atau kalau tidak mungkin ia 

dituntut puasa dua bulan berturut-turut.
51

 Pembunuhan yang 

bersangsi kafarat ada tiga macam, yaitu: 
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(a) Pembunuhan mirip sengaja (syibhul „amdi) ialah 

sengaja melakukan penganiayaan dengan pukulan tanpa 

niat membunuhnya, tetapi ternyata yang dipukul 

meninggal dunia. 

(b) Pembunuhan karena Khilaf (qotlul-khoto‟i) yaitu 

misalnya seorang pemburu yang menembak mati 

sesuatu yang dikira monyet, tetapi setelah didekati 

ternyata manusia (khilaf maksud). Atau seorang yang 

sedang latihan menembak tepat pada sasaran pohon, 

tetapi meleset mengenai bapaknya yang berada 

didekatnya (khilaf tindakan). 

(c) Pembunuhan dianggap khilaf (al Jaar Majrol Khoto‟i) 

yaitu misalnya orang yang sedang membawa benda 

berat tanpa disengaja terlepas menjatuhi saudaranya 

hingga mati.
52

 

b) Menurut ulama Malikiyah, menyatakan bahwa yang menjadi 

penghalang mewarisi adalah : pembunuhan yang disengaja 

yang digerakkan oleh rasa permusuhan, baik pembunuhan 

secara langsung, atau secara tidak langsung (tassabbub). 

Sedangkan pembunuhan yang tidak sengaja, tidak mencegah 

pusaka.
53
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c) Menurut fuqaha syafi‟iyah, menyatakan bahwa semua jenis 

pembunuhan merupakan penghalang mewarisi.
54

 

d) Menurut Imam Ahmad bin Hambal mengemukakan pendapat 

bahwa pembunuhan yang diancam dengan hukuman Qishash, 

kafarat, dan Diyat yang dapat menjadi penghalang mewarisi 

bagi ahli waris yaitu : pembunuhan disengaja, pembunuhan 

mirip sengaja, pembunuhan yang dianggap khilaf, pembunuhan 

tidak langsung, pembunuhan oleh orang yang tidak cakap 

melakukan perbuatan hukum.
55

 

2) Perbedaan Agama 

Perbedaan agama menyebabkan terhalangnya seseorang 

untuk memperoleh harta warisan. Misalnya, ahli waris beragama 

Islam muwarrisnya beragama Kristen atau sebaliknya. 

Dasar hukumnya adalah Al-Hadits Rasulullah SAW. 

ثَ نَاَسُفْيَانُ,َعَنَْاحَدَ َ َبْنَِحُسََىْرَِلزُّثَ نَاَمُسَد دَْحَد  يٍَْي ,َعَنَْعَلِي 
َأُسَا َعَنْ َعُثْمَانَ, َبْنِ َعُمْروِ َبَْعَنْ َمَوَ َالن بِِ َعَنْ َزَيْدٍ, للهَاَىصَلَّنِ

َ
ُ
َالم َلايَرَِثُ َوَسَل مَ َابوَعَلَيْوِ َ)رواه َالْمُسْلِمَ. َوَلااَلْكَافِرُ َالْكَافِرَ سْلِمُ

 داود(
 “Telah menceritakan kepada kita Musaddad. Telah 

menceritakan kepada kita Sufyan, dari al-Zuhriyi dari Ali 

ibn Husain dari Umar ibn Utsman dari Usamah ibn Zaid, 

dari Nabi SAW. Orang muslim tidak berhak mewarisi orang 
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kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam”. 

(HR. Abu Dawud).
56

 

 

Dalam Al-Hadits riwayat Ahmad, al-Arba‟ah, dan Tirmidzi 

yang berbunyi sebagai berikut : 

صلىَ:َقالَرسولَاللهَالََاَقََمََهَُن َْعَََاللهََُيََضَِرَََرََمََعََُنَِبََْاللهَِدَِبْعَََِنَْعََ
.َ)رواهَاحمدَوالارَتّ َشَََيَِْت ََلََمَِالََْلَُىَْاَََثَُارََوََت ََعليوَوسلم:َلاَي ََاللهَ

 ذَي(بعةَوالترَم
 “Dari Abdullah Ibn Umar r.a., ia berkata Rasulullah SAW 

bersabda : Tidak akan waris-mewarisi antara pemeluk dua 

Agama” (HR. Ahmad, al-Arba‟ah dan at-Turmuzi).57
 

Hal ini diperkuat lagi di dalam Al-Quran surat an-Nisa‟ 

ayat 141: 

                   

 “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan 

bagi orang-orang kair (untuk menguasai orang mukmin)”.
58

 

Perbedaan agama sudah disepakati oleh semua ulama, juga 

seluruh ulama sepakat seorang yang bukan muslim tidak akan 

menerima harta warisan dan seorang muslim, apabila yang menjadi 

sebab penerimaan itu perkawinan atau kekerabatan nasabiyah.
59

 

Nabi Muhammad SAW sendiri mempraktikkan pembagian 

warisan di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang 
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mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib, orang yang cukup 

berjasa dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW meninggal 

sebelum masuk islam, oleh Nabi Muhammad SAW harta 

warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih 

kafir yaitu „Uqail dan Thalib, sementara anak-anak yang telah 

masuk Islam yaitu Ali dan Ja‟far, oleh beliau tidak diberi bagian.
60

  

Sementara orang murtad baik laki-laki maupun perempuan 

tidak menerima harta warisan dari al-muwarrits yang beragama 

Islam, Kafir dan murtad.
61

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menegaskan bahwa 

ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris, untuk 

mengidentifikasi seorang ahli waris beragama islam dalam pasal 

172 menyatakan : 

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui 

dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, 

sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, 

beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.
62

 

Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam 

ketentuan umum huruf b, yaitu orang yang pada saat 

meninggalkannya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan 
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putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan 

harta peninggalan.
63

 

Tetapi dengan pendapat Abu Hanifah tentang kebolehan 

menerima harta waris dari muwaris murtad, dengan 

memperhatikan pendapat seperti diatas, ternyata tidak semua 

metode-metode tersebut dipakainya melainkan hanya beberapa 

metode saja, diantaranya Imam Abu Hanifah menggunakan nash 

al-Qur‟an, dan Atsar (Fatwa Sahabat). 

Adapun istimath hukum yang digunakan Imam Abu 

Hanifah dalam pendapatnya membolehkan orang islam menerima 

harta waris dari muwaris murtad, diambil dari ayat al-Qur‟an 

terdapat pada surat al-Ahzab (33) : 6  

                       

                

                 

                   

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang 

mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah 

ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai 

hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-

mewarisi) di dalam kitab Allah dari pada orang-orang 

mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu 

berbuat baik kepada saudara-saudaramu (se-agama). Adalah 

yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)”.
64
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Namun dalam ayat di atas Abu Hanifah lebih memfokuskan 

pada kalimat : 

                 

 “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama 

lain lebih berhak (waris mewarisi) dalam kitab Allah”. 

Maksud dari kalimat di atas orang-orang yang mempunyai 

hubungan darah lebih berhak untuk mewarisi karena adanya 

hubungan persaudaraan nasab, dari pada orang mu‟min yakni 

saudara seagama. Inilah ketentuan yang telah ditetapkan dan 

difardhukan oleh Allah atas hamba-hamba nya. 

Imam Abu Hanifah menggunakan ayat ini sebagai istimbath 

hukum tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris 

murtad, karena hubungan kerabat atau hubungan nasab itu lebih 

berhak mendapat warisan dari pada orang mu‟min., sehingga Imam 

Abu Hanifah membolehkan orang islam menerima harta waris dari 

muwaris murtad, karena orang Islam tersebut mempunyai 

hubungan darah dengan orang murtad meskipun beda agama. 

Kemudian dalam surat al-Anfal (8) : 75, juga diterangkan 

bahwa hubungan kerabat lebih berhak saling mewarisi. 

                 

“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan 

sebagiannya lebih berhak terhadap sebagian yang lain di 

dalam Kitab Allah”.
65
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Maksud dari ayat di atas bahwa Ulu „I-Arham : kaum-

kerabat dan orang-orang yang mempunyai hubungan silaturahmi : 

bentuk jama‟ dari rahmun, asalnya adalah rahim wanita, yakni 

tempat pembentukan janin. Kaum kerabat dinamakan demikian 

karena mereka berasal dari satu rahim. 

Yakni : kaum kerabat, sebagian mereka dengan sebagian 

yang lain lebih berhak dari pada kaum muhajirin dan Anshar untuk 

saling menolong dan saling mewarisi dinegri hijrah pada masa itu 

dan setiap masa.  Fi kitabihi, berarti di dalam hukum yang telah 

ditetapkan Allah bagi para hambanya yang Mu‟min. dan dengan itu 

Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengadakan hubungan 

silaturrahim serta memberikan wasiat kepada dua orangtua dan 

kaum kerabat.
66

 

Imam Abu Hanifah berpendapat orang murtad itu bisa 

diwarisi hartanya oleh ahli warisnya yang islam karena ayat 

tersebut menyebutkan bahwa yang lebih berhak mewarisi karena 

adanya hubungan kerabat dari pada orang-orang mu‟min.dalam 

artian meskipun beda agama (antara muwaris dengan ahli waris) itu 

lebih berhak mewarisi dari pada ahli waris yang lain. Sehingga 

Imam Abu Hanifah menggunakan ayat tersebut sebagai istimbath 

hukum dalam menentukan kebolehan orang islam mewarisi harta 

orang murtad.  
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3) Perbudakan (al-„abd) 

Menurut kesepakatan para fuqaha budak tidak dapat 

mewarisi dan tidak dapat pula mewariskan. Sebab dia tidak dapat 

mewariskan karena ia dianggap tidak mampu atau lemah.
67

 

Mengenai perbudakan yang menjadi penghalang mewarisi 

bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena 

status ormalnya sebagai hamba sahaya (budak). Karena dianggap 

budak tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
68

 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur‟an surat An-Nahl 

(16):75 

                    

                    

                 

 “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba 

sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap 

sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari 

kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara 

sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu 

sama ? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan 

mereka tiada mengetahui”.
69

  

 

Seorang budak statusnya tidak bisa menjadi ahli waris, 

karena dianggap tidak cakap mengurusi harta dan telah putus 
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hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya bahkan ada yang 

memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya.
70

 

Perbudakan ini sudah tidak relevan lagi dengan situasi 

Indonesia , karena tradisi seperti itu sudah tidak ada lagi. Selain itu, 

Islam dengan tegas menolak perbudakan; sebaliknya, Islam sangat 

menganjurkan emansipasi semua budak. Kenyataannya, 

perbudakan tidak  sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kasih 

sayang yang merupakan prinsip dasar ajaran Islam.
71

 

4) Berlainan Negara 

Pengertian Negara adalah suatu wilayah yang ditempati 

suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala 

negara tersendiri, dan memiliki kedaulatan sendiri dan tidak ada 

ikatan kekuasaan dengan negara asing.
72

  

Dua negara dikatakan berlainan itu didasarkan pada 

karakteristik yaitu : 

a) Angkatan perangnya berlainan, artinya setiap negara 

mempunyai kesatuan angkatan perang sendiri. 

b) Kepala negara berlainan, artinya setiap negara mempunyai 

kepala negaranya bernama Sultan, Raja maupun Presiden.  
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c) Tidak ada ikatan kekuasaan (diplomatik) satu sama lain.
73

 

Jika salah satu dari dua negara yang masing-masing 

mempunyai kepala negara dan angkatan perang sendiri 

mengadakan peperangan dengan negara yang lain, maka kedua 

negara yang berbeda, sebab ikatan kekuasaan dua negara tersebut 

sudah terputus oleh karena adanya permusuhan.  

Sebaliknya, apabila kedua negara tersebut mempunyai 

ikatan kekuasaan dengan mengadakan perjanjian kerja sama dalam 

segala bidang terutama dalam bidang pertahanan untuk melawan 

musuh mereka bersama, maka kedua negara tersebut dianggap satu 

negara. Kendatipun wilayah kekuasaan, kebangsaan, bahasa dan 

agama warga negaranya berlainan.
74

 

Menurut para ulama apabila dua negara yang sama-sama 

sebagai negara muslim tidak menjadi penghalang saling mewarisi 

antara warga negaranya. Karena pada hakikatnya adalah satu, 

meskipun kedaulatan, angkatan bersenjata dan kepala negaranya 

sendiri-sendiri. Negara semata-mata hanyalah sebagai wadah 

perjuangan, yang masing-masing di antara mereka terikat oleh satu 

persaudaraan, yaitu persaudaraan sesama muslim (Ukhuwah 

Islam).
75
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e. Sebab-Sebab Menerima Waris  

Dalam ketentuan hukum islam, sebab sebab untuk dapat 

menerima warisan ada tiga yaitu : 

1) Hubungan Kekerabatan (al-Qarabah) 

Kekerabatan adalah hubungan nasab anatara pewaris 

dengan ahli waris yang berdasarkan faktor kelahiran, kekerabatan 

ini dinamakan nasab haqiqy.
76

 

 Orang yang mengambil pusaka dengan jalan kekerabatan 

ini ada tiga: 

a) Ashhabul Furudh, yaitu ahli waris yang menerima bagian 

tertentu, yaitu 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
atau 

 

 
 kelompok ini ada sepuluh orang 

yaitu Bapak, Ibu, Kakek, Nenek, Anak prp, Cucu prp, Saudara 

perempuan sekandung, Saudara perempuan seayah, Saudara 

perempuan seibu, dan Saudara laki-laki seibu.
77

 Ahmad Rofiq 

menambahkan Suami dan Isteri.
78

 

b) Ashabah Ushubah Nasabiyah atau Al Ashabatun Nasabiyah 

yaitu ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi 

mengambil sisa tirkah dan bagian ashabul wurudl.
79
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Adapun macam-macam ahli waris ashobah ada tiga macam, 

yaitu sebagai berikut : 

a) Ashabah bi Nafsih, yaitu ahli waris yang karena kedudukan 

dirinya sendiri berhak menerima bagian „ashabah. Kelompok 

ini adalah sebagai berikut : anak laki-laki, cucu laki-laki, 

bapak, kakek dari garis bapak, saudara laki-laki sekandung, 

saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak 

laki-laki saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, 

anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, 

mu‟tiq dan mu‟tiqoh (orang laki-laki atau perempuan yang 

memerdekakan hamba sahaya).
80

  

b) Ashabah bil Ghoir, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa 

karena bersama sama dengan ahli waris lain yang telah 

menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak 

ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu. Ahli waris yang 

menerima bagian „Ashabah bil Ghoir adalah : Anak perempuan 

bersama dengan anak laki-laki, cucu perempuan garis laki-laki 

bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki, saudara 

perempuan sekandung bersama laki-laki sekandung, saudara 

perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.
81
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c) „Ashabah Ma‟a al-Ghoir, yaitu ahli waris yang menerima 

bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang 

menerima bagian tertentu. Ahli waris yang menerima bagian 

„Ashabah Ma‟a al-Ghoir adalah : saudara perempuan 

sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak 

perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau 

lebih), saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama 

anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih).
82

  

d) Dzawil Arham, yaitu ahli waris yang tidak termasuk kedalam 

golongan Ashhabul Furudl, dan Ashabah.
83

 Ahli waris Dzawil 

Arham adalah sebagai berikut : Cucu (laki-laki atau 

perempuan) garis perempuan, anak perempuan dan cucu 

perempuan saudara laki-laki, anak perempuan dan cucu 

perempuan paman, paman seibu, anak dan saudara-saudara 

laki-laki seibu, saudara perempuan bapak, saudara-saudara 

seibu, kakek dari garis ibu, nenek dari pihak kakek.
84

  

Hubungan kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki 

dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris. Berdasarkan 

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa‟ayat 7.  
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 “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan 

ibu-bapak dan kerabatannya, dan bagi orang wanita ada hak 

bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, 

baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah 

ditetapkan,” (Q.S. An-Nisa‟: 7).
85

 

 

2. Hubungan Perkawinan (al-Mushaharah) 

Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan 

hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka merealisir 

kebahagian hidup keluarga tentram dan kasih sayang dengan acara yang 

diridhoi oleh Allah SWT.
86

  

Hubungan pernikahan dijadikan sebagai penyebab mendapat 

warisan sesuai dengan firmsn Allah dalam surat an-nisa‟ ayat 12 yang 

berbunyi : 
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 “Dan bagianmu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai 

anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu 

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 

dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sebuah dibayar 

hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu 

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu 

mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari 

harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu 

buat atau (dan) sesudah di bayar hutang-hutang mu. Jika seseorang 

mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan 

ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang 

saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan 

(seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 

seperenam harta. Tetapi kija saudara-saudara seibu itu lebih dari 

seorang, maka mereka bersekutu dalam yang seperiga itu, sesudah 

wasiat yang di buat olehnya atau sesudah di bayar hutangnya 

dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah 

menetapkan yang demikian itu sebagai) syari‟at yang benar-benar 

dari allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. ” 

(Q.S. An-Nisa‟: 12).
87

  
 

Bahwa ayat di atas menerangkan tentang hak saling mewarisi 

antara orang yang terlibat dalam tali pernikahan yaitu suami istri.  
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3. Al-Wala’ (memerdekakan hamba sahaya atau budak) 

Al-Wala‟ di sebut dengan Wala‟ul-„Ataqah atau „Ashubah 

Sababiyah yakni usubah yang bukan disebabkan karena adanya pertalian 

nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak.
88

 

Kekerabatan menurut hukum itu terjadi lantaran : 

a. Seseorang membebaskan budak 

b. Adanya perjanjian tolong menolong saling setia antara seseorang 

dengan yang lain.
89

  

Jadi apabila seseorang telah membebaskan budak, maka berarti dia 

telah merubah status orang yang semula tidak cakap bertindak menjadi 

cakap bertindak dan cakap mengurusi harta benda milik sendiri, maka 

sebagai imbalannya bila budak tersebut meninggal dunia dan 

meninggalkan harta, maka harta kekayaan tersebut dapat diwarisi oleh 

orang yang pernah memerdekakannya.  

4. Pendapatan Para Ulama tentang Hukum Mewarisi Harta Orang 

Murtad 

Keadaan berlainan agama menghalangi memperoleh harta warisan 

ini sudah disepakati oleh para ulama bahwa orang yang berbeda agama 

tidak dapat saling waris mewarisi. Berdasarkan Al-Hadits Rasulullah 

SAW.  
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ثَ نَاَمُسَدَ  َبْنَِحُسََثَ نَاَسُفْيَانُ,َعَنَْالزُّىْرَِدَْحَدَ حَد  َعَنَْعُمْروَِي ,َعَنَْعَلِي  يٍْ
َبَْ َاسَُامَوَ َعَنْ َعُثْمَانَ, َصَلَّبْنِ َالن بِِ َعَنْ َزَيْدٍ, َلايَرَِثَُاَىنِ َوَسَل مَ للهَعَلَيْوِ

َ
ُ
 (لااَلْكَافِرَُالْمُسْلِمَ.َ)رواهَابوَداودسْلِمَُالْكَافِرََوََالم

 “telah menceritakan kepada kita Musaddad. Telah menceritakan 

kepada kita Sufyan, dari al-Zuhriyi dari Ali ibn Husain dari Umar 

ibn Utsman dari Usamah ibn Zaid, dari Nabi SAW. Orang muslim 

tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak 

mewarisi orang islam.” (HR. Abu Dawud).
90

 

 

 Dalam Al-Hadits riwayat Ahmad, al-Arba‟ah dan Tarmizi yang 

berbunyi sebagai berikut : 

صلىَ:َقالَرسولَاللهَالََاَقََمََهَُن َْعَََاللهََُيََضَِرَََرََمََعََُنَِبََْاللهَِدَِبْعَََِنَْعََ
.َ)رواهَاحمدَوالارَتّ َشَََيَِْت ََلََمَِالََْلَُىَْاَََثَُارََوََت ََعليوَوسلم:َلاَي ََاللهَ

 بعةَوالترَمذَي(
 “Dari Abdullah Ibn Umar r.a., ia berkata Rosulullah bersabda : 

Tidak akan waris-mewarisi antara pemeluk dua Agama” (H.R. 

Ahmad, al-Arba‟ah dan at-Turmuzi).
91

  

 Jika ketika Abu Tholib meninggal dunia, harta warisannya oleh 

Nabi Muhammad hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir 

yakni Uqail dan Tholib, sedangkan Ali dan Ja‟far yang telah muslim tidak 

diberi bagian
92

.  

Seorang murtad yang tadinya beragama islam sekalipun kini tidak 

Islam lagi berbeda ketentuannya dengan orang yang memang kafir sejak 
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semula.
93

 Yang menjadi persoalan bagaimana hukum mewarisi harta orang 

murtad.  

 Menurut pendapat Imam Malik dan Ahmad mengemukakan 

pendapat bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tetap 

menjadi penghalang mewarisi. Terkait dengan kewarisan, status orang 

murtad di samakan dengan orang kafir yang berarti mempunyai kedudukan 

yang sama dengan orang kafir asli. Karena orang murtad tidak dapat 

menjadi muwarris bagi ahli warisnya yang muslim ataupun sebaliknya.
94

  

Imam Syafi‟I berpendapat bahwa muslim tidak boleh menerima 

warisan dari non muslim dan menolak pemaknaan kata “kafir” dengan 

“kafir harbi” karena menurut Imam Syafi‟I baik kafir ahlul kitab maupun 

kafir penyembah berhala, baik kafir harbi maupun kafir dzimi, tetap tidak 

diperbolehkan muslim menerima warisan darinya, karena mereka sama-

sama kafir. Alasan yang lainnya adalah tidak ada nas yang mentakhshih 

kata kafir dalam hadis yang melarang muslim dan kafir saling mewarisi.
95

 

Landasan hukumnya adalah hadis Rasulullah riwayat al- Bukhari 

dan Muslim sebagai berikut : 

َمَُلَِسَْمَُالََْثَْرِيَََلَاََالََد,َالنبَصلَاللهَعليوَوسلمَقََيزََََْنَِبََْةََمََاسََاََُنَْعَََوََ
وَمسلم(َ.َ)رواهَالبخاريمََلَِسَْمَُلْاََََرَُافَِكََالََْثَُرََِيََلَاَوَََرََافَِكََلْاَََ  
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“Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda : orang 

muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi 

orang muslim”. (HR. Bukhari dan muslim).
96

 

Kesimpulan dari pendapat Imam Syaf‟I, Imam Syafi‟I berpendapat 

seorang muslim tidak bisa mewarisi non muslim karena sebab perbedaan 

agama menjadi syarat terputusnya kewarisan, dan bersandarkan kepada 

Al-Qura‟an dan Hadis, alasan lainnya adalah Imam Syafi‟I tidak 

memperbolehkan muslim menerima warisan dari non muslim dan menolak 

pemaknaan “kafir” dengan “kafir harbi” karena menurut Imam Syafi‟I 

baik ahlul kitab maupun kafir penyembah berhala, baik kafir harbi maupun 

kafir dzimmi, tetap tidak diperbolehkan seorang muslim menerima warisan 

dari non muslim. dan yang dipandang oleh dari pendapat Ahmad adalah 

bahwa ahli waris ini tidak dapat menerima harta warisan dari muwaris 

murtad. Dan harta yang di dapat oleh si murtad sebelum mereka murtad, 

sesudah murtad, dan sampai dia meninggal, ditetapkan sebagai harta fa‟i 

dan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Bukanlah oleh karena harta itu di 

pandang sebagai harta warisan kepada orang islam. Juga harta itu tidak 

akan diberikan kepada ahli-ahli waris yang islam, sebab mereka meninggal 

dalam keadaan kafir.
97

 

 Menurut ulama aliran Az-Zaidiyah, Abu Yusuf dan Muhammad, 

bahwa harta benda setiap orang murtad yang didapat sebelum mati atau 

                                                           

 
96

 Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-

Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 h, h. 194 

97
 Ibid. 



 

 

43 

diputuskan menggabungkan diri kepada musuh, walaupun hasil yang 

didapat setelah riddah, adalah hak ahli waris yang beragama islam. Sebab 

kematian orang murtad itu di hitung mulai waktu mati haqiqy atau 

diputuskan menggabung diri kepada musuh, bukan didasarkan sejak mulai 

riddah.
98

  

 Di dalam hukum adat yang berlaku hampir di seluruh daerah 

lingkungan hukum adat di indonesia tidak mengenal perbedaan agama itu 

sebagai penghalang mempusakai, keindahan semula agama mereka sama. 

Kemudian salah seorang dari muwarisnya murtad.
99

  

 

B. Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung penelitian yang lengkap penulis akan mendata 

ulang pustaka yang memiliki relevansi dengan topic yang akan diuji, yaitu dari 

beberapa skripsi, sebagai berikut : 

1. Skripsi yang berjudul “Hukum Waris Harta Orang Murtad Kepada Ahli 

Waris Yang Muslim yang disusun oleh Jumita Ariska”.
100

 Skripsi tersebut 

membahas madzhab Hanafi berpendapat boleh mewarisi harta orang 

murtad kepada ahli warisnya yang muslim, dengan merujuk kepada dalil 

Al-Qur‟an surah Al-Ahzab ayat 6, hadits, serta fatwa sahabat. Sedangkan 

madzhab syafi‟I berpendapat tidak dibolehkan mewarisi harta orang yang 

telah murtad kepada ahli warisnya yang muslim, dengan merujuk kepada 
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dalil Al-Qur‟an surah At-Taubah ayat 23 serta hadits dengan 

menggunakan metode bayani. Sedangkan skripsi penulis membahas 

tentang pemikiran Abu-Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris 

dari muwaris murtad . 

2. Skripsi yang berjudul “Hak Waris Orang Murtad Menurut Komplikasi 

Hukum Islam Dan Hukum Data”.
101

 Skripsi ini membahas tentang hak 

kewarisan dari sipewaris seorang muslim kepada siahli waris yang 

merupakan seorang muslim telah murtad, yang terjadi disalah satu desa di 

Kabupaten Serdang Begadai, ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum 

Perdata. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang pemikiran Abu 

Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah Penelitian Pustaka (library research). Penelitian 

ini merujuk dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode ini 

merujuk dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan 

penelitian.  

Sedangkan penelitian ini ditinjau dari segi analisis data memakai 

metode kualitatif dimana metode tersebut merupakan metode penelitian yang 

lebih menekankan pada aspek pemahaman untuk penelitian generalisasi. 

Adapun metode ini lebih cenderung menggunakan teknik analisis mendalam 

(indepth analysis).
102

 

 

B. Sumber Data 

Adapun sumber data yang dipakai penulis dalam meneliti 

permasalahan ini adalah sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data pokok yang dikumpulkan oleh 

penulis mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam ini penulis 

menggunakan kitab karya Ibnu Abidin “Radd Al-Mukhtar” sebagai 
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sumber data primer. Kitab ini secara sistematis sesuai dengan bab-bab 

fiqih dan menjadikan rujukan utama dalam Madzhab Hanafi. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh penulis dari 

berbagai sumber yang telah ada. Penulis mengumpulkan literatur lain 

untuk menunjang kitab-kitab pokok dalam data primer. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.
103

  

Untuk mengkaji pembahasan mengenai penelitian ini, penulis 

menggunakan metode studi pustaka dengan membaca dan menganalisis kitab-

kitab yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penulis juga 

menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal 

maupun artikel yang relevan terhadap penelitian. 

 

D. Metode Analisa Data 

Metode Analisis data adalah proses untuk merubah data hasil dari 

sebuah proses penelitian menjadi sebuah inormasi yang bisa digunakan untuk 

mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan.
104

 Adapun metode yang 

digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, artinya penulis yang 
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menjabarkan data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasi sehingga 

membentuk suatu kesimpulan yang ringkas dan jelas. 

Sedangkan, langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam 

menerapkan metode tersebut adalah dengan menganalisa, mendeskripsikan 

dan menilai yang terkait dengan permasalahan di atas yang berkaitan dengan 

pendapat Abu Hanifah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran 

yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis akan menyusun 

sistematika penelitian sebagai berikut: 

BAB I  :   PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini mencakup latar belakang, batasan masalah, 

rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA, 

  Dalam bab ini mencakup langkah teoritis, dasar hukum waris, 

syarat dan rukun waris, factor penghalang waris mewarisi, sebab-

sebab menerima waris, dan pendapatan para ulama tentang hukum 

mewarisi harta orang murtad. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN,  

  Dalam bab ini dijelaskan mengenai bagaimana metode penulis 

dalam melakukan penelitian, meliputi jenis penelitian yang 

digunakan, sumber data yang diperbolehkan, metode 

pengumpulan data serta metode analisa data. 
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BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN  

  Dalam  bab ini menjelaskan  pendapat Abu Hanifah tentang 

kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad,  metode 

istimbath hukum Abu Hanifah tentang kebolehan menerima harta 

dari muwaris murtad dan pendapat Abu Hanifah tentang 

kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad 

relevansinya dengan pembagian warisan dalam masyarakat. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil skripsi penulis yang berjudul pemikiran pendapat 

Abu Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris dari muwariss murtad 

dari bab I sampai bab IV maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pendapat Abu Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris dari 

muwaris murtad berbeda dengan mayoritas ulama lainnya. Abu Hanifah 

membolehkan ahli waris muslim menerima harta waris dari muwaris 

murtad berdasarkan interpretasinya terhadap ayat Al-Qur'an dan Fatwa 

Sahabat. Ia menganggap bahwa hubungan kerabat atau darah lebih berhak 

dalam mewarisi harta daripada perbedaan agama. Namun, pendapat ini 

masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. 

2. Abu Hanifah memandang bahwa hubungan kekerabatan atau hubungan 

darah mempunyai hak waris yang lebih tinggi dibandingkan orang 

beriman, sehingga membolehkan umat Islam mewarisi muwaris yang 

murtad. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya relevan dengan keadaan 

dalam masyarakat, karena kebanyakan masyarakat memandang bahwa 

perbedaan agama menjadi penghalang mewarisi, bukan hubungan 

kekerabatan. Penulis tidak sepakat dengan pendapat Abu Hanifah karena 

percaya bahwa perbedaan agama menjadi penghalang dalam mewarisi, 

sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dan Al-Qur'an. 
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B. Saran 

Setelah menguraikan dan menganalisa permasalahan mengenai 

pendapat Imam Abu Hanifah tentang dibolehkannya orang islam menerima 

harta waris dari muwaris murtad, maka penulis menyampaikan beberapa saran 

demi kemaslahatan bersama, yaitu : 

1. Pentingnya pemahaman mendalam terhadap ayat al-Qur‟an hadist dan 

fatwa para ulama dalam konteks mewarisi harta dari muwaris murtad..  

2. Pentingnya dialog dan diskusi terbuka antara para ulama dan ahli hukum 

islam dapat membantu mengatasi perdebatan dan mencapai pemahaman 

yang lebih komprehensif. 
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